
"Pasalnya, ketika di kos,
anaknya didatangi teman SMA
dan diajak masuk dalam geng.
Mendapat informasi dari anak,
beliau langsung menarik
anaknya dan kuliah di tempat
asalnya," ungkap Prof Fathul.

Suhendroyono mengakui
kekhawatirannya, meski ini
baru satu. Karena dikhawatir-
kan, setelah ada satu nanti ada
dua dan seterusnya. Karena
itulah problema dan kasus ke-
jahatan jalanan remaja ini akan
sangat mempengaruhi citra
dan predikat Yogyakarta seba-
gai kota pendidikan. Apalagi
mengingat Yogya juga memiliki
predikat lain sebagai kota wisa-
ta, kota budaya dan lainnya.

Karena itulah menurut Fathul
Wahid, Aptisi menganggap per-
soalan klithih ini sangat serius.
Karenanya, Aptisi tidak bisa di-
am dengan realita ini. Untuk itu
melalui diskusi publik ini harus
mencari solusi dengan koope-
ratif dan bisa dilaksanakan.
"Diskusi memberikan
rekomendasi dan akan disam-
paikan kepada pihak-pihak ter-
kait," sebut Fathul.

Ketua LLDikti Wilayah V Prof
drh Aris Junaidi PhD mengakui,
mereka yang tergabung geng
motor ini tujuannya satu, mem-
bunuh. "Karenanya, diskusi
menjadi sangat urgen, meng-
ingat persoalan ini selalu hanya

heboh sesaat bila terjadi kasus
yang membawa korban.
Namun tidak ada hukuman
yang membuat efek jera pada
pelaku," tandas Aris. 

Karena itu perlu ada sanksi
jangka pendek, jangka mene-
ngah bahkan jangka panjang.

AKBP Sinungwati SH MA
mengingatkan bahwa keja-
hatan jalanan remaja ini
sekarang tidak lagi merupakan
geng sekolah tapi sudah meru-
pakan gabungan geng kam-
pung juga. "Karena itu, korban
juga acak sehingga tidak lagi
ada identitas sekolah dan pela-

ku juga tidak dari satu sekolah,"
katanya. 

Akibatnya, kualitas keja-
hatannya pun meningkat.
Apalagi peralatan yang digu-
naan pun sudah meningkat pu-
la. Dalam kasus terakhir, pela-
ku ada juga mahasiswa dan
pengangguran. "Saya melihat,
kejahatan jalanan remaja ini
seperti Covid-19. Dan untuk
penanggulangannya, harus
dikeroyok seluruh elemen ma-
syarakat di Yogya. Agar betul-
betul bisa hilang maka semua
pihak harus berperan," tandas
Sinungwati.                      (Fsy)-d
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Melalui kebijakan itu pula, anak-anak di
bawah usia 18 tahun dapat mendampingi
orangtua untuk melakukan mudik, namun
dengan syarat sudah mendapatkan dosis
lengkap dari vaksin Covid-19 atau sudah
disuntik dua kali.

Ia turut meminta masyarakat untuk
melaksanakan mudik dengan tetap disi-
plin menjalankan protokol kesehatan,
seperti memakai masker dan hanya me-
lakukan perjalanan di dalam negeri. Hal
tersebut perlu dilakukan, kata Budi, seba-
gai bentuk antisipasi dalam menghindari
penularan Covid-19 yang semakin melu-
as sekaligus menggerakkan kembali eko-
nomi di tiap daerah Indonesia. "Saya
ucapkan terima kasih, sehat terus dan se-

lamat menikmati mudiknya. Hanya saja,
mudiknya kalau bisa di dalam Indonesia
saja, itu sekaligus menggerakkan ekono-
mi daerah kita," ujar Budi Gunadi.

Menurut Budi Gunadi Sadikin, antibodi
yang terbentuk pada masyarakat
Indonesia naik menjadi 99,2 persen men-
jelang Lebaran pada Mei 2022. "Bisa di-
sampaikan kadar antibodi masyarakat
Indonesia naik menjadi 99,2 persen.
Artinya, 99,2 persen dari populasi masya-
rakat sudah punya antibodi. Minimal ber-
asal dari vaksinasi maupun dari infeksi,"
kata Menkes.

Disampaikan, kenaikan antibodi ma-
syarakat itu terlihat dalam hasil sero
survei yang dilakukan Kementerian

Kesehatan bersama Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Indonesia (UI),
setelah pada Desember 2021 kadar anti-
bodi tersebut mencapai 86,6 persen.

Sero survei yang kedua dilakukan kare-
na Pemerintah ingin mengukur kadar an-
tibodi masyarakat tepat sebelum mema-
suki libur Lebaran sekaligus memiliki ba-
sis riset yang tepat guna mengambil seti-
ap kebijakan yang nantinya diterapkan.

"Hal yang menarik, kita juga mengukur
kadar antibodinya berapa. Kalau di bulan
Desember kita lakukan sero survei or-
denya masih di angka ratusan, titer anti-
bodinya 500-600. Di bulan Maret ini,
titernya berada di angka ribuan, 7.000-
8.000," ucapnya.                        (Ant/Ati)-d
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Masyarakat pun diharapkan tidak ragu-
ragu menukarkan uang di kas-kas keliling
perbankan karena akan dilayani. Bahkan,
BI meminta apabila ada yang menolak
melayani bisa menginformasikan kepada
BI agar bisa berkoordinasi lebih lanjut de-
ngan perbankan.

"Pembatasan penukaran uang pecahan
kecil memang ada, masyarakat diberikan
kesempatan menukarkan uang Rp 3,8 juta
yang terdiri pecahan Rp 20.000, Rp 10.000,
Rp 2.000 dan Rp 1.000, masing-masing
satu pax. Jika hanya ingin menukarkan Rp
500.000 tetap diperbolehkan alias sesuai
kemampuan masyarakat, hanya saja batas
maksimalnya Rp 3,8 juta perorang," tan-
dasnya.

BI sudah vakum selama dua tahun tidak
mengadakan layanan kas keliling sejak
pandemi Covid-19. Untuk itu, pihaknya
menggandeng perbankan (BRI, BNI, Bank
BPD DIY, BTN, Bank CIMB, Bank Mandiri
dan BSI) di DIY mengadakan layanan

penukaran Serambi Rupiah Ramadan
yang telah diluncurkan 12 April 2022.
Kegiatan ini juga ingin memberikan layanan
penukaran uang yang secara tradisi
Lebaran masih membutuhkan uang rupiah
pecahan kecil untuk berbagi dengan sanak
kerabatnya. "Jadi BI DIY bersinergi dengan
perbankan untuk bisa melayani penukaran
uang masyarakat di 48 titik bank di seluruh
DIY, pada 4-29 April 2022. Penukaran via
perbankan ini dilayani via kantor perbankan
dengan jam operasional tetap menyesuai-
kan. Bahkan, Bank BPD DIY mengerahkan
Agen Laku Pandainya untuk memfasilitasi
penukaran uang pecahan kecil tersebut,"
jelasnya.

BI juga sudah tidak melayani penukaran
uang pecahan kecil di kantor, pelayanan di
kantor hanya khusus untuk uang rusak seti-
ap Kamis. Sementara untuk melayani
penukaran uang pecahan kecil, BI menggu-
nakan armada kas keliling yang juga meng-
gandeng perbankan. Layanan kas keliling

bersama ini dilakukan di lima titik lokasi,
yaitu di depan Kantor BI DIY, Pasar
Beringharjo serta halaman parkir Superindo
Jalan Solo, Jalan Parangtritis dan Jalan
Bantul. "Guna menghindari kerumunan,
masyarakat diharapkan memesan
penukaran terlebih dahulu melalui aplikasi
PINTAR (https://pintar.bi.go.id) sebelum
hadir ke lokasi kas keliling. Melalui aplikasi
ini, masyarakat dapat melakukan peme-
sanan antrean penukaran dan dapat
memilih lokasi kegiatan kas keliling terdekat
dengan domisili penukar di wilayah DIY.

BI DIY juga melakukan kas keliling
wholesale kepada retailer melalui aplikasi
sipulopuk.com (Sistem Informasi Penarikan
Uang Lusuh dan Optimalisasi Pengedaran
Uang Koin). Sipul-opuk adalah aplikasi
yang dikembangkan BI DIY guna menjamin
ketersediaan uang layak edar di masyara-
kat melalui percepatan penarikan uang
lusuh (Uang Tidak Layak Edar) yang dipe-
runtukkan kepada retailer.                     (Ira)-d
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seluruh agama yang diakui di Indonesia.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan, THR diba-
yarkan selambat-lambatnya 7 hari se-
belum pelaksanaan hari raya keagamaan
tersebut. 

Jika mengacu pada regulasi ketena-
gakerjaan Indonesia, THR merupakan
hak setiap pekerja yang terikat hubungan
kerja dengan pemberi kerja. Baik yang
mendasarkan ikatan tersebut dengan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak
Tertentu (PKWTT). Termasuk di dalam-
nya pekerja outsourcing, pekerja harian
lepas, dan berbagai status pekerja lain
yang memiliki hubungan kerja dengan
pemberi kerja. Ketentuan mengenai
pekerja yang berhak menerima ialah
pekerja yang memiliki masa kerja minimal
1 bulan. 

Tahun sebelumnya, Menteri Kete-
nagakerjaan mengeluarkan peraturan
perbolehan pembayaran THR secara ci-
cil, dengan pertimbangan kondisi pande-
mi yang belum mengalami penurunan,
bahkan memberikan dampak yang cukup
signifikan pada pengusaha. Sehingga ke-
sulitan untuk melaksanakan kewajiban-
nya dalam membayarkan THR pada
pekerja. Kebijakan sebagaimana dimak-

sud tentu menuai kontroversi di kalangan
pekerja karena diangap merugikan pihak
pekerja. Namun di satu sisi pengusaha ju-
ga memiliki kendala untuk dapat me-
nunaikan kewajibannya tersebut.
Kebijakan tersebut sudah berganti di
tahun ini, yaitu pengusaha atau pemberi
kerja wajib untuk membayarkan THR ba-
gi pekerja tanpa mencicil. Atau dengan
kata lain, THR harus dibayarkan secara
utuh. 

Besaran THR sebagaimana diatur
dalam regulasi ketenagakerjaan dibagi
menjadi dua kategori. Bagi pekerja yang
memiliki masa kerja lebih dari satu bulan
atau kurang dari 12 bulan berturut-turut,
besaran THR yang diperoleh dengan per-
hitungan masa kerja dibagi 12 bulan ke-
mudian dikalikan upah satu bulan upah.
Sedangkan pekerja yang memiliki masa
kerja lebih dari 12 bulan secara berturut-
turut, maka besaran THR yang berhak
diperoleh ialah sebesar 1 bulan upah. 

Hal yang sering menjadi pertanyaan
masyarakat terkait dengan, apakah
masih berhak memperoleh THR bagi
pekerja yang mendapat putusan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) se-
belum hari raya keagamaan? Untuk ka-
sus sebagaimana disebutkan,  pekerja
harus memastikan apa jenis perjanjian
kerja yang mengikatnya. Jika yang
mengikat ialah perjanjian kerja waktu ti-
dak tertentu (PKWTT) maka pekerja

masih mendapatkan hak atas THR, terhi-
tung sejak 30 hari sebelum hari raya
keagamaan. Hanya saja hal ini tidak
berlaku bagi pekerja yang putus hubung-
an kerjanya karena berakhirnya masa
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
Dasar dari aturan ini ialah Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6
Tahun 2016.

Aturan sebagaimana disebutkan di
atas masih menjadi pro kontra di masya-
rakat, karena adanya perbedaan per-
lakuan pada pekerja dengan dasar per-
janjian kerja yang berbeda jenisnya. Hal
ini terjadi karena pada praktiknya, tidak
semua pekerja yang diikat dengan
PKWT jenis pekerjaannya memenuhi
kriteria pekerjaan sebagaimana yang
termuat dalam regulasi. Salah satu krite-
rianya yaitu pekerjaan yang sifatnya se-
mentara.

Besar harapan dari masyarakat regu-
lasi yang disusun Pemerintah mampu un-
tuk memberikan perlindungan bagi peker-
ja sebagai pihak yang tidak memiliki po-
sisi yang cukup kuat jika dihadapkan de-
ngan pemberi kerja. Dan tentunya ke-
hadiran Pemerintah yang mampu mem-
berikan jaminan atas terpenuhinya hak-
hak pekerja sebagaimana mestinya guna
terwujudnya cita-cita hubungan industrial
yang harmonis.

(Penulis adalah Dosen Hukum
Ketenagakerjaan FH UII)-d

PEMDA DIY TEGASKAN

Revitalisasi Alun-alun Utara Tak Pakai Danais 

"Jadi seperti yang sudah diungkap-
kan oleh pihak Kraton, revitalisasi
Alun-alun Utara dilakukan untuk mem-
bersihkan tanah dan sampah yang
ada di sana. Setelah itu tanah tersebut
diganti pasir. Itu saja," kata Paniradya
Pati Keistimewaan DIY Aris Eko
Nugroho di kompleks Kepatihan

Yogyakarta, Senin (18/4).
Aris menegaskan, anggaran yang

dipergunakan untuk revitalisasi Alun-
alun Utara tidak menggunakan Dana
Keistimewaan. Jadi bukan hibah
Danais, tapi anggaran dari Kraton.
Selain itu revitalisasi Alun-alun Utara
juga berkaitan dengan proses validasi

Sumbu Filosofis dari UNESCO. Untuk
menyukseskan hal tersebut, pihaknya
berharap masyarakat ikut mendukung
dengan menjaga Kawasan Sumbu
Filosofis.

"Seandainya masyarakat mau
mengecat fasad milik mereka sendiri,
asalkan memenuhi ketentuan yang
ada boleh saja dan tidak ada larangan.
Kalau semua pakai Danais ya habis
Danais nanti. Gak ada khususan
Sumbu Filosofis pakai Danais saja, se-
mua itu tidak ada. Seandainya ada
masyarakat mau berpartisipasi dan
memberikan dukungan silakan saja,"
terangnya. (Ria)-d

PANGGIL PROF KARNA WIJAYA
UGM Serius Tangkal Radikalisme

YOGYA (KR) - UGM serius dan berkomit-
men untuk menangkal masuknya radikalisme
di kampus. Bahkan, ketika mahasiswa akan
masuk di bangku perkuliahan pun sudah disi-
apkan Pelatihan Pembelajar Sukses bagi
Mahasiswa Baru (PPSMB). UGM juga terus
melakukan penguatan kelembagaan maupun
diskusi-diskusi mengenai jati diri UGM. "UGM
selalu terbuka terhadap berbagai masukan ma-
syarakat terkait radikalisme," kata Kepala
Bagian Humas dan Protokol UGM, Dina W
Kariodimedjo PhD, Senin (18/4).

Setiap laporan yang masuk dari masyarakat,
termasuk tentang radikalisme, UGM akan me-
lakukan penelitian secara seksama. Salah satu
contoh kasus yang mendapat perhatian serius
dari UGM antara lain terkait kasus postingan
salah satu dosen di media sosial yang sempat
menimbulkan kegaduhan. "Hari ini (kemarin)
UGM memanggil dan mengklarifikasi Prof
Karna Wijaya," ujarnya.

Dari hasil klarifikasi yang dipimpin Rektor
UGM Prof Ir Panut Mulyono MEng DEng, Prof
Karna menyampaikan permintaan maaf atas
kegaduhan yang muncul. 

Ia mengakui ada pilihan kata (diksi) yang

tidak tepat dalam postingannya di media
sosial. Namun, ia juga menegaskan ada pi-
hak-pihak lain yang juga berupaya melaku-
kan tindakan untuk menimbulkan kebencian
terhadap dirinya terkait radikalisme. 

Ia menegaskan dirinya tidak ada kaitan
sama sekali dengan radikalisme. Dari hasil
klarifikasi ini, UGM akan meneruskannya ke
Dewan Kehormatan Universitas (DKU). DKU
menelaah secara seksama kasus tersebutm,
termasuk memanggil pihak-pihak yang kompe-
ten untuk dapat memberikan pandangan mau-
pun tanggapan.

"Dari hasil itu nanti ada rekomendasi yang di-
sampaikan ke Rektor dari DKU," tegas Dina.

Kepada wartawan, Karna  meminta maaf
atas kegaduhan yang ditimbulkan akibat ung-
gahannya. Namun ia tetap menyebut bahwa
ada pihak yang sengaja ingin menggoreng de-
ngan kepentingan tertentu. 

"Saya meminta maaf atas diksi statement
pada Ade Armando saja. Karena itu yang dig-
oreng. Statement saya pada klithih dan begal
juga saya tulis, tapi tidak dikeluarkan ke publik
karena tidak ada kepentingan apapun,"
ujarnya. (Dev/Fxh)-d

YOGYA (KR) - Pemda DIY menyatakan, program revitalisasi Alun-
alun Utara Kraton Yogyakarta berupa penggantian pasir, tidak meng-
gunakan anggaran dari Dana Keistimewaan (Danais) DIY.
Revitalisasi itu dilakukan dengan menggunakan anggaran dari
Kraton Yogyakarta. Adapun salah satu tujuan revitalisasi tersebut un-
tuk membersihkan tanah yang nantinya diganti dengan pasir.

peningkatan konsumsi rata-rata BBM dan LPG.
Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina

Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah
Brasto Galih memproyeksi bakal terjadi pening-
katan BBM  jenis gasoline sebesar 12%, dari
semula rata-rata harian normal 1.731 kilo liter
(kl) menjadi 1.933 kl di wilayah DIY. BBM gasoil
diprediksi meningkat 1,3% dari semula rata-rata
harian normal 406 KL menjadi 411 kl.
Sementara LPG meningkat 3,2%, dari semula
rata-rata harian normal 478 metrik ton (MT)
menjadi 493 MT.

"Khusus di Kota Yogyakarta, proyeksi pe-
ningkatan BBM jenis gasoline mencapai 16%
dari semula rata-rata harian normal 234 KL
menjadi 272 KL. Untuk BBM jenis gasoil me-
ningkat tipis 1,1% dari semula rata-rata harian
sebesar 30 KL menjadi 30,34 KL. Begitu pula
dengan konsumsi LPG diprediksi meningkat
4,6% dari semula rata-rata harian 103 MT men-
jadi 108 MT," tuturnya didampingi Staff Comm &
Rel JBT Kevin Kurnia Gumilang saat bersilatu-
rahmi dengan Direktur Utama PT BP
Kedaulatan Rakyat M Wirmon Samawi SE MIB,
Komisaris Utama Prof Dr Inajati Adrisijanti dan
Direktur Keuangan Imam Satriadi SH di Kantor
PT BP Kedaulatan Rakyat, Senin (18/4).

Di samping memastikan kesediaan suplai
BBM, Pertamina juga menjamin ketersediaan
LPG di wilayah DIY dengan menambah arma-
da skid tank, menyiapkan 98 Agen Siaga & 712
Pangkalan Siaga PSO dan 141 Outlet NPSO
yang beroperasi saat masa libur Lebaran,
bahkan khusus wilayah dengan demand tinggi
beberapa agen LPG disiagakan 24 jam. Tidak
hanya itu, konsumen juga dapat dimudahkan
memesan Bright Gas menggunakan layanan
Pertamina Delivery Service 135.

"Melalui Pertamina Delivery Service, kon-
sumen dapat menghubungi call center Per-
tamina 135 dan kami akan mengirimkan tabung
Bright Gas dari agen LPG terdekat kami," im-
buh Brasto

Brasto menjelaskan Pertamina telah mem-
bentuk Satuan Tugas (Satgas) yang mulai aktif
bekerja pada 11 April hingga 10 Mei 2022 nanti.
Sebagai antisipasi padatnya arus mudik
Lebaran yang menyebabkan kemacetan,
Pertamina juga menyiapkan SPBU Kantong
berupa mobil tangki yang disiagakan sebagai
kantong/cadangan suplai BBM di titik-titik yang
rawan dengan kemacetan. Beberapa SPBU
yang berada di beberapa lokasi strategis pun
akan beroperasi selama 24 jam.                 (Ira)-d


